BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada BAB IV sebagai pembahasan,

maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Adat dan budaya merupakan identitas dari suatu bangsa, sehingga jangan
sampai hilang dan punah. Agar hal tersebut tidak terjadi maka perlu adanya
kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan juga tanggung jawab dari
pemerintah daerah setempat. Sama halnya dengan adat pada hari raya Nyepi
dan Ngaben, serta budaya Bali khususnya tarian dan Gambelan di
Kecamatan Bualemo Provinsi Sulawesi Tengah, harusnya masyarakat
mempunyai kesadaran untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikannya
dan juga untuk pemerintah daerah setempat perlu bertanggung jawab dalam
hal itu. Namun, perlindungan kekayaan kebudayaan tradisional dari suatu
kelompok masyarakat daerah di Indonesia secara umum belum menjadi
sesuatu yang diprioritaskan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Kondisi tanpa perlindungan yang cukup memadai dilihat
dari segi masih minimnya peraturan undang-undang. Pemerintah Indonesia
sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk melindungi kebudayaan
daerah yang dibantu dengan pemerintah pusat dan daerah, semestinya lebih
proaktif.

Berbeda dengan pemerintah daerah Bali, yang sejak lama memberikan

perhatian yang besar pada budaya masyarakatnya. Eratnya kaitan antara
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agama dan budaya Bali tidak dijumpai dimasyarakat daerah lainnya di
Indonesia. Namun berbeda halnya dengan adat dan budaya Bali yang ada di
kecamatan Bualemo provinsi Sulawesi Tengah yang kurang mendapatkan
perhatian khusus dari pemerintah daerah, dikarenakan masyarakat Bali hanya
sebagai minoritas dan bukan berada di daerah Bali. Pengaruh globalisasi serta
kurangnya pengetahuan tentang adat dan budaya Bali juga menjadi salah satu
faktor adat dan budaya Bali di kecamatan Bualemo kurang dikembangkan,
karena para remaja atau muda mudi cenderung lebih senang bermain gedget
ketimbang belajar budayanya sendiri.
1.2 Saran
Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk
melindungi kebudayaan daerah yang dibantu dengan pemerintah pusat dan daerah,
semestinya lebih proaktif. Oleh karena itu, perlindungan dan pengembangan adat
dan budaya daerah selain diupayakan melalui pembuatan diseminasi perundang-
undangan, peraturan atau perangkat hukum lainnya, juga melakukan penyuluhan
dan sosialisasi untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya daerah bangsa
Indonesia. Bukan hanya adat dan budaya Bali saja yang ada di kecamatan
Bualemo yang mesti dikembangkan, adat dan budaya daerah lainnya pun mesti
dikembangkan. Hal ini perlu dilaksanakan karena mengingat generasi muda
bangsa ini sudah mulai meninggalkan adat dan budayanya sendiri karena
pengaruh globalisasi. Seharusnya, globalisasi dalam aspek dan maknanya yang

bagaimanapun hendaknya ditempatkan sebagai motivator bagi kemajuan
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kehidupan suatu bangsa, bagi kehidupan manusia dan kebudayaannya, termasuk
bangsa dan manusia Indonesia.

Bukan hanya pemerintah daerah saja yang bertanggung jawab dalam
perlindungan dan pengembangan adat dan budaya Bali ini, masyarakat daerah
juga harus mempunyai kesadaran dan ikut dalam hal tersebut. Karena upaya
apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah apabila tidak ada dukungan dari
masyarakatnya akan sia-sia. Sehingga perlu adanya kesadaran dari masyarakat
khususnya para remaja sebagai generasi penerus untuk bersama-sama menjaga,
memelihara, melindungi dan mengembangkan segala adat dan budaya daerah
dengan cara misalnya membantu pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Desa/Pemerintah Kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di
segala bidang, terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
Selain itu upaya yang bisa dilakukan masyarakat Bali dalam menjaga dan
mengembangkan adat dan budayanya karena berada di luar Pulau Bali yaitu,
membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya,
melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan

kebudayaan Bali pada khususnya.
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